ANALISIS DAMPAK DESENTRALISASI TERHADAP KETIMPANGAN
PEREKONOMIAN DAERAH DI SUMATERA BARAT

OLEH : NILA SILYIA
BP. 0515110%

Mahasiswa Program S1 Jurasap llmu Ekonomi

Untuk Memenuhi Salah Satu Syaras Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Hmu Ekenomi

PROGRAM §S1

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
2010 =




Mo, Alumni :
Ursiariitas NILA SILVIA Bla Aluminl Fakulas

BIODATA

a) TempatTanggal Lahir : Bandung / 23 Mei 1952 b) Mama Orang Tug - Asril
Hasen & Armialy RBamly <) Fakultas @ Ekonomi d} Jurusan ; limue Ekonomi )
Mo, BF @ 051511049 f) Tanggal Lulus - 31 Agustus 2010 g} Predikat Lulus ;
Sangat Memuaskan h) IPK © 3,38 i) Lama Studi : 4 Tahun h} Alamat Orang
Tuz ;| Kampung Tanjung Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Patamuan,
- Kabupaten Padang Pariaman

Analisis Dampak Desentralisasi Terhadap Ketimpangan Perekonomian Daerah
Di Sumatera Barat
Skripzi 51 oleh: Mila Silvia
Fembimbing Skripsic Drs H, Zulkaraini Kas, M.Si [

Abstrak

Pelimpahan wewenang dari pemerintzh pusat ke pemerintall daerah (desentralisasi) diharapkan
mampu mengatasi ketimpangan perckonomion antar daerah. Ketimpangan antar dacrah ini salsh
satunya disebebkan olel adanya perbedaan sektor ekonomi unpeulan vang dimiliki suatu daerah,
Penelitian ini mencoba mengurai permasalzshan diatas dengan menggunakan Analisis Location
| Quation, Shift Share Analisis, dan Tipilogy Klassen, Dengan menggunakan ketiga alat analisis
| tersebut, peneliti menemukan bahwa setelah desentralisasi sebagian besar kebupaten / Kol mampu
meningkatkan potensi yang dimiliki oleh sekior basisnya. Walaupun demikian ketimpangan antar
kabupaten ¢/ kota semakin besar karenn terdapatnya perbedaan kemampuan daerzh untuk
memaksimalkan potensi sekiar basiznva,
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BAB 1
PEMDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Padz awal tahap pembangusan di Indonesis, dimana pada saar it
merspakan masa pemerinsaban erde bare yang berkuasa, pemerintah Indonesia
mengambil susty kebijakan wntuk menitikberatkan perumbuban ekonomi sebagai
proritzs pembangunan, Hal ini bertujusn agar den tahon Ke tabun pertembehen
ckonomi selalu mengalami peningkatan schingga dengan semakin tinggEinya
perrumbuhan ekonami yang dicapai maka kescjahbteraan masyarekatl pun akan

semakin meningkat dari waktu ke waktu {Sockima, 1983}

Upaya yang dilakukan olch pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan
tersebut adalzh dengan memulal pembangunan ckonomi rasional di Pulav Jawa
Alasan fokus pembangunan dilakukan di Pulaw Jawa karena adanya ketersediaan
fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjzng pembangunan di daerab tersebut
dibandingakan dengan dacrah — daerah lainnya. Selain itw pembangunan hanya
terpusat pada sekior tertentu ya2ng sccara potensial memiliki kemampuszn besar
untuk menghasilkan nilai tambah vang tinggi. Dengan melakukpn hal tersehot
dipercayai bahwa nantinya hasil dari pembagunan tersebut akan menctes pada
sekior lainnva dan wilayah Indonesia nantinys firickle down effecy (Tambunan,

dalam Parhah 2006).

Sehingge dapat kita ketahui bahwa selama masa pemerintaban oede bars

telah terbangun sistem pemerintahan sentralistik, dimana pemerintah pusat



memegang kendali penuh terkadap pemerintah daerah, Ruang vang diberikan bagi
aparat di dazcrah untuk mengurus kepentingan daershnya sangat sempit. bahkan
kerap kali potensi yang ada &i daerah tersentral kepusat sehingga yang terjadi
adalah eXsploitasi pusar terhadap dagrah tanpa mempertimbangkan kemajuan dan
perkembangan daerah i sendiri. Akibatnya terjadi kesenjangan antare pusat dan
deerah, baik darl segr pembangunan, akses informasi dan terutama kemakmuran
masyerakalnva. Berdasarkan pemaparan di atng, dapat dipastikan hahwa pada era
orde baru imilzh awal bermulanya ketidakseimbengan dalam pembanzunan antar
dacrah yang akhimya berujung pada ketimpangan pembangunan dan ketimpangan

pendapatan,

Lntuk mengatasi permasziah yang muncul bailk dar tingkat nasional
maupun dari tingkat daerah akibat kebijakan wvang dilakukan pada masa
pemerintahan orde baru ini, maka terjadinya reformasi politik yang disertal
reformasi  ekonomi. sehingga  diterapkanlah  kebijakan otonomi  daersh
(desentralisasi) sebagai selusi alternatif dalarm mengatasi berbagai masalah diatas,
Indonesia memasuki era otonomi dacrah sejak tangea! 1 Januari 2001, setelah
dikeluarkannya UL Mo, 22 dan 23 tahun 1999 tentang pelaksanasn sistem
desentraiisasilalam  mangka membangun daersh, pemerintabh  dacrah  perlu
membust prionias kebijakan. Pepentuon prionias kebijokon diperlukan agar
pembangunan dierah dapat lebih lerarab serta berjalan secarz efektif dan efisien,
dibawah kendala keterbatasan anggzaran dan sumberdaya yang dapat digunakan.
Untuk menentukas prioritas kebilakan ini, khususnya kebijakan pembangunan

ekonomi, dipeslukan analisis ekonomi {strukiur ekonomi) daerah secara

menyelumh (Sofwani, 2002).




BAB VI
FENUTUP

kesimpuian

Berdosarken  hasil  soelise  dengan mtn:._:g'.m'.a%t:ua Tipologi Klaszzo seria
wgabungan alal analisa lainnya yaitu tipologi sektoral, maka terdapat perbedaan, vang
1t sigmifikan antara kondisi perekonoimian di kabupaten ¢ kota di Sumatera Barat pada

sl dan setelah adanyve desentzalisasi ekonomi, yaite;

[. Tabel berikut ini akan melithat bagaimana bentek dosrah vang maju dan dzerah

tertingeal di kabopaten / kota sebelum dan setelah desentralisusi,

Tabel 6.1 Pengelompokan Daerah Maju Dan Daerah Tertingeal Di Sumatera Barat

Sebelum Desetitralizasi Setelnh Desenimalizasi

o [ndikator Dnﬂ_uh D#ﬂ']' D:!:J_uh Daersin
elaju Fertingal Mlaju teriinzoal
1 | Jumlah dzeruh A dzetah 4 dagrah I dueraly A tlaerih
2 | Hvhuagangtdengang® | gToglt gregtt preght g*=g
3| Hubungan ¥* dengan Y4+ bt el b et b e R A

4 Sekior Basis yane dominzn noR, 5. 7.4 1 4.1 B8 1, 5.9
S sektor 2 sektor 3 scking aektor

5 | ¥m) rata-rata sefor basis biasis hasis hanzid hasis
A | Tinehar Kepoensialan Sckior basis [l dan TH 10 dan 18] 1 1dan 1I

steran L
¥ | = Scloor Penandzn; 2 = Sehor Periambanzan dan Penggaliag, 3 = Sekior [ndusin Feazolahan,

4 = Beklor Liswrik, Gas & Air Bersik, 3 = 5eklor Bangunan, 8§ = Sekior Perdogonzan, Hotel dan
resteran; 7= Bektor Penganglulon & Komuonikasi, & = Relwr Kewnngon, Persewoan & Jasz
Pemzahiaan, 9 = Hekoor Josa-jasa,

+  Tingkat kepotensinting [ = Jstimews | [l = Baik Sekali . 111 = Bailk , 1Y = Lebik dasi Culep

¢ a* = ma-rate periumbehin ekonomi dasmah dan 2*#*= rata-rats - pemusnbohsn ekonomi Provins:
< Surnatera Baral -

4 Yt = fuda-ratactingkat PORD perkapita-daceah dame Y ** = fofa-pata gkt PDED perkapita Provinst
Semisterie Boarg
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